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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARO NOMOR 5 TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

a. bahwa dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Karo

Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor
05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha disebutkan
bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian yang penetapannya diatur
dalam Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a maka sejalan dengan perkembangan
perekonomian dan sekaligus untuk mengoptimalkan
pendapatan asli daerah dari sektor pemakaian kekayaan
daerah dan rekreasi dan olah raga perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa
Usaha pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5
Tahun 2012;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tfentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355});

5. Undang.Undang....



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725});

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perudnang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 558 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum = Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan ...



15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 02,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor
05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA PADA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARO NOMOR 5 TAHUN 2012

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

-

.Daerah adalah Kabupaten Karo;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan;

4. Bupati adalah Bupati Karo;

5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi/badan;

6.Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang(fasilitas,atau kemanfaatan lainya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi/badan;

7.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasrnya dapat pula
disediakan oleh sektor usaha;

8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten Karo meliputi tanah, bangunan,
laboratorium,ruangan,dankendaraan bermotor dan atau alat berat;

9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut
yvang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati
objek dan daya tarik wisata;

10.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;

11.Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

penyelenggaraan wisata;

12. Objek Wisata ...



12.0bjek dan daya tarik wisata adalah sesuatau yang menjadi sasaran wisata;

13.Retribusi Objek wisata adalah retribusi yang dikenakan pada setiap
pengunjung dalam upaya menikmati keindahan alam dan atau budaya di
lokasi objek wisata yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

15.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari pemerintah daerah bersangkutan;

16.Pemungutan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan mulai dari
penghimpunandata objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib
retribusi serta pengawasan penyetorannya;

17.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke khas
daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Bupati;

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menetukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang;

19.8urat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan retribusi daerah;

22.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 8
Huruf A angka 6 dan huruf B angka 4, angka 6, angka 7 dan angka 8
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah,
sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha dimaksud adalah
sebagai berikut:

A. PEMAKAIAN ...



A PEMAKAIAN TANAH TARIF Rp.

6 |Pemakaian tanah untuk usaha di objek| 10.000,-/bln
wisata
B BANGUNAN
4 | Kamar mandi di objek wisata
- Buang air kecil 2.000,-
-buang air besar : 2.000,-
- mandi 4.000,-
6 | Gedung di Lokasi Parkir Taman Mejuah-juah | 5.000.000.-
/unit/tahun
7 | Gedung kesenian taman menjuah-juah 1.000.000,-/Hari
8 | Open stage taman mejuah-juah 1.000.000,-/Hari
Pasal 3

Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28
angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
diubah, sehingga struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum dimaksud
adalah sebagai berikut:

1. besarnya retribusi untuk objek wisata keindahan alam sebagai berikut :
B VB NS s s s N AR A S s s b A i i Rp. 7.500

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
/Pad,a mggg\al 30 Desember 2020

/ / @S*ﬁ(ﬂ ;\\f?PATI KARO,

KELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal %0 Ugpmber 2020

SEKRETARIS D, @BUPATEN KARO,

KAMPEPRAS ELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR..3®



